PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

“I8\ KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
; NOMOR: W6.U8/107 /KP.04.6/I11/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

KETUA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Menimbang Bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan peradilan maka perlu

dilaksanakan pelayanan sesuai dengan asas cepat, sederhana biaya

ringan dan transparan maka perlu dibuat standar pelayanan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

Kehakiman;

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Hukum
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 1-

144/KMA/SK/1/201 1tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Pengadilan;

di

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor

026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN
STANDAR PELAYANAN

PRABUMULIH

Menetapkan PADA PENGADILAN NEGERI



Kedua

Ketiga

Tembusan kepada Yth :

Standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan

informasi layanan peradilan yang diperuntukan bagi pengguna layanan

di Pengadilan Negeri Prabumulih

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan bagi

petugas dibagian pelayanan.

Ditetapkan : PRABUMULIH
Pada tanggal : 30 MARET 2022

/ PEN

KETUA

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

2. Arsip.



g

A. Bagian Pidana

1. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Perkara Pidana

DASAR HUKUM

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negen Prabumulih

Namar

Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Perkara Pidana

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor ; 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(S0P} Administrasi Pemerintahan,

6. Surat Keputusan Kelua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

7. Bukul dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor ; 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

- W.6-U8/ 107 /KP.04.6/11/2022

2. | PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2, Data/|dentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN

3, WAKTU

PELAYANAN

1. Menerima pelimpahan berkas
perkara pidana biasa, singkat,
cepat, ringan, dan anak dari

Petugas PTSP menerima berkas /
ekspedisi

Penyidik / JPU
|
2.Memeriksa persyaratan danl Petugas PTSP memeriksa checklist
kelengkapan berkas perkara kelengkapan berkas

3.Menyerahkan tanda terima berkas
ke penyidik / JPU

Petugas PTSP menandatangani
cheklist kelengkapan berkas

10 menit




JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN 10 menit
BIAYA I TARIF Tidak dipungut biaya
PRODUK Berkas perkara
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
PENGELOLAAN Pengadilan Tinggi Palembang :
PENGADUAN (0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Prabumulin :
(0852) 7918 4403
PENANGGUNG . : Mohd Sobirin, S.H.
JAWAB Panitera Muda Pidana
NIP. 19720728 199303 1 004

2. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Perkara Tilang

Perkara Pidana Tilang

10.

Undang-undang Nomor 14
Tahun 1885 tentang Mahkamah
Agung sebagalmana  telah
diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor &
Tahun 2004 terakhir dengan
Undang-undang  MNomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesalan Perkara
Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

Peraturan

Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor
Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi
Pemerintahan.

Surat  Keputusan  Ketua
Mahkamah Agung MNomor
026/KMA/SK/III2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata
Kefja  Kepaniteraan  dan
KesekretariatanPeradilan
Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI No. 002
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
QOperasionat Prosedur o
lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prasedur (SOP)
AdministrasiPemerintah.

penyidik

PERSYARATAN 1. Berkas Lengkap
sesuai Checklist ;
2. Data/ldentitas para
Pihak.
PROSEDUR DAN 1. Menerima pelimpahan berkas Petugas PTS_P menerima berkas 5 menit
WAKTU perkara laly fintas dar perkara lalu lintas dan soft copy
PELAYANAN

berkas




2. Berkas dilimpahkan ke

Kepaniteraan Pidana untuk
diproses
4, | JANGKA WAKTU 5 menit
PENYELESAIAN
S. BIAYA ! TARIF Tidak dipungut biaya
6. PRODUK Berkas perkara
7. | PENGELOLAAN
PENGADUAN 1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS:
{021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi Palembang :
(0811) 7873 529

4.Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Prabumulin :
(0852) 7918 4403

8. | PENANGGUNG

JAWAB Panitera Muda Pidana Mohd Sobirin, S.H.

NIP. 19720728 199303 1 004

3. Prosedur Pelayanan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi

DASAR HUKUM Upaya hukum, Banding, Kasasi, Undang-undang  Nomor 14

Peninjavan Kembali, dan Grasl Tahun 1685 tentang Mahkamah
Agung  sebagalmana  telsh
dlubah dan ditambah dengan
Undang-undangNomor & Tahun
2004 terakhir dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.1 Nomor 3 Tahun 1938
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

4. Undang-Undang MNomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan

Umum

5.  Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor

Per/21/M PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

6. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SKAI2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan

7.  Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan  Tugas  dan
Administrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015
Tentanpg Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan
KesekretariatanPeradilan

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
di lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomar : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
AdministrasiPemerintah,
2. | PERSYARATAN 1. Berkas Lengkap
sesuai Checklist ;
2. Data/ldentitas para
Pihak.
3. PROSEDUR DAN 1. Menerima permohcnan upaya Petugas PTSP menerima persyaratan 10 menit
WAKTU hukum banding, kasasi, PK, permohonan

PELAYANAN dan Grasi




Nea”

3. Membuat akta pemyataan
banding, kasasi, PK, dan Grasi

Petugas meja |l membuat kansep akta

10 menit

4. Mengoreksi dan paraf akta
pernyataan upaya hukum
banding, kasasi, PK, dan Grasi

Panmud Pidana mengoreksi dan
memparaf konsep akla

10 menit

5. Menandatangani akta
permyataan upaya hukum
banding, kasasi, PK, dan Grasi

Panitera menandatangani akia
permnyataan setelah pemohon
menandatangani akta

10 menit

6. Menyerahkan berkas
permohonan ke Kepaniteraan
Muda Pidana

Akta dan tanda terima diserahkan
kepada pemohon

S menit

>

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

45 menit

BIAYA / TARIF

Tidak dipungut biaya

~ oo

PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp.
BAWAS:
{021) 255 783 003
3. Melalui nomer Telp.
Pengadilan Tinggi
Palembang :
(0B11) 7873 529
4, Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Pidana

Mohd Sobirin, S.H.
NIP. 19720728 199303 1 004

4. Prosedur Pelayanan Penerimaan Memori, Kontra Memari Banding, Kasasi, dan PK Perkara
Pidana

| DASAR HUKUM |

Upaya hukum, nding. Kasasi,
Peninjauan Kembali, dan Grasi

1. Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985  lentang
Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5
Tahun 2004  terakhir
dengan  Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009
lentang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Rl
Nomor 3 Tahun 1988
Tentang Penyelesaian
Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009  Tentang
Peradilan Umum

5. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
Per/21/M.PANI11/2008,
tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(SOP) Administrasi
Pemerintahan.

6. Sural Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
02B/KMAJSKNI/2012
tentang Standar
Pelayanan Peradilan
7. Buku 1 dan 1l tentang
Pedoman  Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi
Peradilan
8. Perma No. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan




dan Kesekretariatan
Peradilan

8. Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung Ri No.
002 Tahun 2012 tentang
Pedcman Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur di  lingkungan
Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang
berada
dibawshnyaPeraturan

10. Menpan Nomor : 35 Tahun
2012 Tenlang Pedoman

Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
(S0P) Administrasi
Pemerintah.
2. | PERSYARATAN 1. Berkas Lengkap sesual
Chechlist ; |
2. Data /identitas para
Pihak.

3. PROSEDUR

1. Menerima memori (kontra

Petugas PTSP menerima memori, 5 menit
DANWAKTU banding, kasasi, PK kontra memori banding, kasasi, PK
PELAYANAN yang lengkap kemudian dibuat
rangkap sesuai kebutuhan
2. Membuat akta tanda terima Petugas meja It membuat konsep 30 menit
memorikonira banding, kasasi, akta tanda teima memari/kontra
PK banding, kasasi, PK
3. Penandatanganan akta Ditandatangani oleh Panitera 10 menit
penerimaan memori/kontra setelah diparaf oleh Panamud
banding, kasasi, PK oleh Panitera | Pidana
4. Menyerahkan tanda terima Tanda terima memori banding, 5 menit
memofi fkontra memori banding, kasasi. PK diserahkan kepada
kasasi | PK kepada pihak pemohon
pemohon / termohon (kontra
memori) |
4. | JANGKA T 50 menit
WAKTU |
PENYELESAIAN
5. BIAYATARIF Tidak dipungut biaya
6. |PRODUK | Beesperaa
7. | PENGELOLAAN ]
PENGADUAN 1.

Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS:
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi Palembang :
(0811} 7873 529

4. Melalui Momor Telp.

Pengadilan Negeri Prabumulih :

(0852) 7918 4403

8. | PENANGGUNG

L_— JAWAB

Panitera Muda Pidana

Mahd Sobirin, S.H.

NIP. 19720728 199303 1 004

o __w__..______._____




5. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Praperadilan

DASAR
HUKUM

Pendaftaran Praperadilan

10.

Undang-undang Nomor 14 Tahun
1885 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telsh diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/21/M.PAN/11/2008,
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
{SOP) Administrasi
Pemerintahan,

Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMAJSKINII2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan

Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kera
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Mo. 002 Tahun 2012
lentang  Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamsh Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur  (SOP)  Administrasi
Pemerintah,

PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;

2. Data/ldentitas para
Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU
PELAYANAN

1. Menerima berkas permohonan
praperadilan

Petugas PTSP menerima berkas
permohonan yang telah lengkap

10 menit

2. Meneliti kelengkapan
permohanan praperadilan dan
membuat tanda terima

Mengecek kelengkapan berkas
praperadilan

20 menit

3. Menginput data di SIPP dan
mencatat dalam register

Data pemohon praperadilan masuk di
SIPP

10 menit

4. Menyerahkan berkas ke pidana
dan tanda terima ke pihak yang
mengajukan

Berkas praperadilan terdaftar dalam
SiPP

5 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

45 menit

BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomar Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.




. Melalui Nomnor Telp.

Pengadilan Tinggi Palembang :
(0B11) 7873 529

Pengadilan Negeri Prabumulih
{0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Pidana

Mohd Sobirin, 5.H.
NIP. 19720728 199303 1 004

6. Prosedur Pelayanan Permohgnan ljin Penggeledahan dan Penyitaan

1. DASAR
HUKUM

Permmohonan ljin Penggeledahan dan
Penyitaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Mahkamah
Agung;
Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 49 Tahun
2009 Tentang PeradilanUmum
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor :

Per/21M PAN/ 1/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
QOperasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomar :
026/KMA/SK/NI/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Pemna No. 7 Tahun 2015 Tentang
Qrganisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasicnal Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan

penyitaan ditandatangani

Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.
2. | PERSYARATAN Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
Data / Identitas para
Pihak.
3. |PRDSEDUR DAN Menerima permohonan Petugas PTSP menerima permohonan 5 menit
WAKTU ijin/persetujuan penggeledah. jjin/persetujuan penggeledahan dan
PELAYANAN dan penyitaan cleh penyidik penyitaan oleh penyidik
Meneliti kelengkapan Mengecek kelengkapan permohonan 10 menit
permohonan oleh Panmud Pidana
Membuat penetapan ijin Stal membuat konsep penetapan 10 menit
penggeledahan dan penyitaan
. Mengoreksi dan memaraf konsep| Diparaf oleh Panmud Pidana dan 15 menit
penetapan Panitera
ljiin penggeledahan dan Penetapan ditandatangani oleh KPN 5 menit




6. Mencatat dalam register ljin Tercatat dalam register 15 menit

penggeledahan dan penyitaan
7. Pengiriman penetapan ljin Diserahkan kepada penyidik 10 menit
penggeledahan dan penyitaan
4. |JANGKA WAKTU 70 menit

PENYELESAIAN
5. | BIAYAITARIF | Tidak dipungut biaya

6. PRODUK Penetapan ljin penggeledahan dan
penyitaan

5. Melalui aplikasi SIWAS
6. Melalul nomor Telp. BAWAS :

(021) 255 783 003
PENGELOLAAN | 7- Melalui nomor Telp. Pengadilan
7. PENGADUAN Tinggi Palembang :
(0811) 7873 520
8. Melslui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Prabumulih :
(0852) 7918 4403
8. PENJTv? f: e Panitera Muda Pidana Mohd Sobirin, 5.H.

NIP. 19720728 199303 1 004

7. Prosedur Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan, Pembantaran / ljin Berobat

DASAR HUKUM | Parmohonan Perpanjangan . Undang-undang Nomor 14

Panahanan, Pembantaran/jin Berobat Tahun 1885 tentang
Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah  dengan Undang-
undang Nomor & Tahun 2004
terakhir  denpan  Undang-
undang Nemor 3 Tahun 2000
tantang Mahkamah Agung;

2. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.| Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

4. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peraditan
Umum

5. Peraturan Menter
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
Per/21M PAN/{1/2008,

tantang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosadur
(SOP) Administrasi
Pemerintahan,

6. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMAJSK/2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan

7. Buku | dan |l tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas
danAdministrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata
Kerja  Kepaniteraan  dan
KesekretariatanPeradilan

9. Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI No. 002
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur  di
lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
AdministrasiPemerintah.




2 PERSYARATAN 1. Berkas Lengkap sesuai
Chechlist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.
3. PROSEDUR 1. Menerima permohonan Petugas PTSP ima
DANWAKTU permohonan perpanjangan
PELAYANAN penahanan dari penyidik / JPU 10 menit
'— 2. Menyerahkan tanda terima berkas | Tanda terima dan verfikasi dari
ke penyidik / JPU pelugas
3. Menyerahkan berkas Berkas permohonan perpanjangan 10 menit
permchanan perpanjangan penahanan, pembataran, dan ijin
penahanan, pembataran, danfjin | berobat dar penyidik /JPU ke pidana
berobat
4. Menerima surat penetapan Berkas perpanjangan penahanan, 15 menit
perpanjangan penahanan, pembataran, dan ijin berobat dari
pembataran, dan ijin berobat penyidik /JPU dibuat
kemudian mengirimkan kepada
penyidik/JPU
4, | JANGKA 30 menit
WAKTU
PENYELESAIAN
5. | BIAYAITARIF Tidak dipungut biaya
6. | PRODUK Berkas perkara
7. | PENGELOLAAN
PENGADUAN 1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS:
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi Palembang :
{0811) 7873 529
4. Melalui Nomar Telp.
Pengadilan Negeri Prabumulih :
(0B52) 7918 4403
8. | PENANGGUNG -
JAWAB Panitera Muda Pidana Mok Sabidn; ShB.

NIP. 18720728 193303 1 004

7. Prosedur Pelayanan Penerimaan Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana

DASAR HUKUM

Penerimaan Permahonan
Pencabutan banding, kasasi dan PK

Undang-undang Nomor 14 Tehun

1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah  dengan  Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung;

. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesalan Perkara

3. Undang-undang Nomor : 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

. Undang-Undang Nomor : 48
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomaor 5

Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor
026/KMAISK/N2012  tentang
Standar Pelayanan Peradilan

. Buku I dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan




Administrasi Peradilan T
8. Perma No. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan
KesekretariatanPeradilan
9. Peraturan Sekretads Mahkamah
Agung Rl No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung
danBadan Peradilan yang berada
dibawahnya
10. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur (SOP)
AdministrasiPemerintah.
2. | PERSYARATAN 1. Berkas Lengkap
sesuai Checklist ;
2. Data/ldentitas
para Pihak.
3. PROSEDUR 1. Menerima dan memeriksa | Petugas PTSP menerima permohonan
DANWAKTU permahonan pencabutan pencabutan banding, kasasi dan PK
PELAYANAN banding, kasasi dan PK 5 menit _—l
2. Meneliti persyaratan Panmud Pidana meneliti persyaratan 30 menit
permohonan pencabutan
- banding, kasasi dan PK
3.  Membuat konsep akta Konsep akta pencabutan pernyataan 10 menit
pencabutan pernyataan banding, kasasi dan PK
banding, kasasi dan PK
4.  Koreksl, paraf akta dan Koreksi dan paraf oleh Pnmud Pidana 10 menit
tanda tangan akta kemudian ditandatangani oleh Pnitera
pencabutan banding,
kasasi dan PK
5. Menyerahkan akta Petugas PTSP memberikan tanda 5 menit
pemyataan pencabutan bukti penyerahan
permohonan banding,
kasasi dan PK ke
pemohon
4, JANGKA 60 menit
WAKTU
PENYELESAIAN
5. RIAYATTARIF Tidak dipungut biaya
PRODUK Berkas perkara
7. | PENGELOLAAN
PENGADUAN 1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS:
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi Palembang :
(0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Prabumulih :
(0B52) 7918 4403
. | PENANGGUNG ;
. JAWAB iy Panitera Muda Pidana Mokdl Sobinn, 5 1.
MNIP, 19720728 199303 1 004




B. Bagian Perdata

1. Prosedur Pelayanan Gugatan / Gugatan Sederhana / Perlawanan / Bantahan /
Intervensi / Eksekusi / Konsinyasi

DASAR HUKUM

Permohenan Pendaharan
Perkara Gugatan/Gugatan
Sederhana/Perawaanan/
Bantahan! Intervensi, Eksekusi,
Konsinyasi

1. Rechtreglement voor de
Buitengewestan (R.Bg).

2. Undang-undang Nomar 14 Tahun
1885 tentang Mahkamah Agung
ssbagalmana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

3. Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomar 3 Tahun 19398
Tentang Penyelesaian Perkara

4. Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,

5. Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Urnum

6. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor ;
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

7. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMASKAI2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan

8. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

11. Peraturan Menpan Nomor : 35

pury

Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.
1. Berkas Lengkap sesual
2. | PERSYARATAN Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.
1. Menerima pendaftaran Surat Petugas PTSP memverifikasi
3 ;m%DUR U Perkara Gugatan / Permohanan /| pendaftaran melalul e-courtdan i a
' PELAYANAN Eksekysi ! konsinyasi dan checklist yang ditandatangl petugas e
pengaju
20 menit
2. Memeriksa kelengkapan berkas | Meja Il mengecek berkas
3. Menghitung panjar biaya Mengecek rincian biaya perkara
perkara 15 menit

|




N

4. Memberikan slip setoran
panjar biaya perkara yang
harus dibayar ke Bank serta
membuat SKUM

Mengecek pembayaran dari bank dan
memberikan SKUM kepada para pihak

10 menit

6. Menyerahkan SKUM dan satu
surat Gugatan / Permohonan /
Eksekusi / Konsinyasi kepada
pihak.

SKUM diterima pihak

5 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

60 menit

BIAYA ! TARIF

Biaya dipungut sesuai dengan
SK Kelua Pengadilan Negeri
tentang blaya perkara dan
PNBP

PRODUK

Berkas perkara

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
{021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi
Palembang :
(0811) 7873 529

4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Perdata

Maulana Malik, S.H.
NIP. 19840328 200912 1 002

2. Prosedur Pelayanan Prosedur Pelayanan Upaya Hukum Perkara Perdata

DASAR HUKUM

Upaya hukum, banding, kasasi,
Peninjauan Kembali

Undang-undang Nomeor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

Peraturan Menterd
Pendayagunaan Aparatur

MNegara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasianal Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMAJSKM /2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan




L/

7. Buku | dan |l tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

8. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

9. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

10. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

1. Berkas Lengkap

PERSYARATAN sesuai Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.
PROSEDUR DAN 1. Menerima parmohonan Petugas PTSP menerima permohonan 15 menit
upaya hukum banding,
HATD kasasi, PK
PELAYANAN A
2. Memeriksa kelengkapan Meja Ill meneliti berkas permohonan 15 menit
berkas permohonan upaya dan memparaf checklist
hukum banding, kasasi, PK
3. Menelili berkas permohonan Panmud mengecek persyaratan 15 menit
upaya hukum banding, penmohonan upaya hukum banding,
kasasi, PK berikut tenggang | kasasi, PK
wakiu pengajuan
4. Menghitung panjar biaya Mengecek rincian biaya perkara 5 menit
perkara
5. Memberikan slip setoran Mengecek pembayaran dari bank dan
panjar biaya perkara yang memberikan SKUM kepada para pihak 15 menit
harus dibayar ke Bank serta
membuat SKUM
6. Membuat Akta permohonan Petugas meja |l membuat akta
banding, kasasi,PK melalui 10 menit
SIPP
7. Pemeniksaan ulang Akta permohonan diparaf oleh
persyaratan, paraf dan Panmud Perdata dan ditandatangani 15 menit
menandatangani akta oleh Panitera
permohonan banding, kasasi,
PK
8. Tanda terima Akta banding, Panitera telah menandatangani akta
kasasi, PK kepada pemohon tanda terima upaya hukum 5 menit
9. Menyerahkan Berkas Akta dan tanda terima diserahkan
Permohonan ke Kepaniteraan kepada pemohon 5 menit
Muda Perdata.
JANGKA WAKTU .
PENYELESAIAN 100 menit
Biaya dipungut sesuai dengan
SK Ket di i
BIAYA / TARIE etua Pengadilan Neger

tentang blaya perkara dan
NBP




6. | PRODUK Berkas perkara
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomar Telp. BAWAS
:(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
7 PENGELOLAAN Pengadilan Tinggl
* | PENGADUAN

Palembang :
(0811) 7873 529

4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih
(0852) 7918 4403

1.

3. Prosedur Pelayanan Penerimaan Memori, Kontra Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali perkara perdata

DASAR HUKUM

Penerimaan memoti, kontra
banding, kasasl, dan Peninjauan
Kembali

Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Namor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tenlang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Namar : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

. Undang-Undang Nomor : 49

Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan,
Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

Peraturan Menpan Nomar ; 35
Tahun 2012 Tentang

Pedoman Penyusunan

Standar Qperasional Prosedur
(SOP) Administrasi

Pemerintah.




2. | PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
3. | WAKTU
PELAYANAN

1. Menerima memori/kontra
banding kasasi dan PK

Petugas PTSP menerima
memorikontra banding kasasi
dan PK

5 menit

2. Membuat tanda terima
memorikontra banding kasasi
dan PK

Tanda terima memari banding kasasi
dan PK

10 menil

3. Menyerahkan tanda terima
memori/kontra banding, kasasi
dan PK kepada petugas untuk
meminta tanda tangan Panitera

Panitera menandatangani tanda
terima memoti banding, kasasi,
PK

5 menit

4. Menyerahkan tanda terima
memorikonira banding, kasasi
dan PK kepada pihak
pemahon / termahon (kontra
memaori)

Tanda terima memori banding,
kasasi, PK diserahkan kepada
pemahon

5 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

25 menit

5. | BIAYA!TARIF

- Tidak dipungut Biaya

6. | PRODUK

Tanda terima memori dan kontra
memori banding, kasasi, PK

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp. Pengadilan
Tinggi Palembang :
(0811) 7873 529

4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan
Negeri Prabumulih :
(0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB

— e ]

Panitera Muda Perdata

Maulana Malik, S.H.
NIP. 19840328 200912 1 002

1

4. Prosedur Pelayanan Permohonan Pencabutan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
Perkara Perdata

1. DASAR HUKUM

Permohonan pencabutan banding,
kasasi, dan Peninjauan Kembali

1. Undang-undang

2. Surat

3. Undang-undang Nomor : 48

4. Undang-Undang Momor : 49

5. Peraturan

Nomor 14
Tahun1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana  telah
diubah dan ditambah dengan
Undang-undangNomor 5 Tahun
2004 terakhir dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung;
Edaran Ketua
MahkamahAgung R.| Nomor
3 Tahun 1898 Tentang
Penyelesaian Perkara

Tahun 2008 tentang
KekuasaanKehakiman.

Tahun 2009
PeradilanUmum

Tentang

Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
Perf2Z1M PANM1/2008,
tentang Pedaman
Penyusunan Standar




Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.
Surat Keputusan Kelua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMASKN2012

tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Buku | dan W tenlang
Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan  Administrasi
Peradilan

Perma MNo. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan  dan
KesekretariatanPeradilan
Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI No. 002
Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur  di
lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya

. Peraturan Menpan Nomor : 35

Tahun 2012 Tentang Pedaman
Penyusunan Standar
Operasional  Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintah.

1. Berkas Lengkap sesuai
PERSYARATAN Checklist ;
2. Data/ldentitas para
Pihak.
PROSEDUR DAN 1. Menerima permohonan Petugas PTSP menerima
WAKTU pencabutan perkara banding, surat permohonan 5 menit
PELAYANAN kasasi dan PK pencabutan banding, kasasi,
PK
2. Menelti persyaratan permohonan Panmud Perdata meneliti 30 menit
pencabutan perkara persyaratan
3. Membuat konsep akta Tanda terima pencabutan 10 menit
pencabutan banding, kasasi, atau banding, kasasi, PK telah
PK diketik
4. Koreksi, paraf dan tanda tangan Panmud Perdata
Akta Pencabutan banding, mengoreksi dan paraf 10 menit
kasasi, atau PK kemudian Panitera menanda
tangani akta pencabutan
5. Menyerahkan salinan Akta Tanda terima pencabutan
Pencabutan kepada pihak permohonan banding , 5 menit
pemohan, dan kepada kasasi, PK diserahkan
Kepaniteraan muda Perdata kepada pemohon
JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN B0 menit
BIAYA I TARIF Tidak dipungut Biaya
PRODUK Tanda terima memori dan kontra
memori banding, kasasi, PK
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
PENGELOLAAN | 3- Melalui nomor Telp. Pengadilan
PENGADUAN Tinggi Palembang :
(0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp. Pengadilan
Neger Prabumulih;
(0852) 7918 4403
PENANGGUNG M i :
JAWAB Panitera Muda Perdata et e, 8.4

NIP. 19840328 200912 1 002




C. Bagian Hukum
1. Prosedur Pelayanan Pendaftaran Akta Notaris

1.

DASAR HUKUM

Penerimaan Pendaftaran Akta
Notaris

10.

1

Rechtreglement voor de
Buitengewesten (R.Bg).
Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor § Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2008 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasicnal Prosedur {(SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasianal Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya

. Peraturan Menpan Nomor ; 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasianal
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU
PELAYANAN

1. Menerima pendaftaran
dan mengecek
kelengkapan persyaratan
berkas Akta notaris dari
pemohon

Petugas PTSP menerima pendaftara
akta notaris

10 menit

2. Menyerahkan ke Bagian
Panmud Hukum untuk
diproses

Proses registrasi surat Akta

10 menit

3. Menerima Akta yang telah
ditandatangani panitera. .

Surat Akta diserahkan ke Panitera
untuk ditandatangani dan diserahkan
ke pemohion

10 menit

4. Menyetor Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dan
menyerahkannya kembali ke
pemohon

Surat Akta diserahkan kepada Pemohon

10 Menit




\_

i JANGKA WAKTU At meit
* | PENYELESAIAN
- Dipungut biaya PNBP Rp.
5. | BIAYAITARIF 10.000 sesuai Perpres No 5
tahun 2019
6. | PRODUK Surat kuasa yang sudah dilegalisir
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
7 PENGELOLAAN Pengadilan Tinggi
* | PENGADUAN Palembang :
{0B11) 7873 529
4. Melalui Nomar Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403
PENANGGUNG i Beny Herlambang, S.H.
& | JawaAB RevitieaMuda Hidom NIP. 19840201 200604 1 002

2. Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

DASAR HUKUM

Penerimaan Permohonan Surat
Keterangan Tidak Tersangkut
Perkara

10.

. Rechtreglement voar de

Buitengewesten (R.Bg).
Undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Mahkamah
Agung;

Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung R.I Nomor 3 Tahun 1898
Tentang Penyelesaian Perkara
Undang-undang Nomor : 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :

Perf21/M PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
Buku I dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di




S

lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya.

11. Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU
PELAYANAN

1. Menerima dan meneliti berkas
dari permohonan yang
besangkulan

Petugas PTSP menerima pendaftaran
permohonan surat keterangan

10 menit

[

. Membuat konsep dan memeriksa
konsep surat keterangan tidak
tersangkut perkara

Mengecek kelengkapan berkas

20 menit

3. Menerima, memberi paraf dan
menadatangani surat
keterangan tidak tersangkut
perkara kemudian dicap

Di diberi paraf oleh Panilera dan
Panmud Hukum lalu ditanda
tanggani oleh Ketua Pengadilan
Negeri Prabumulh

20 menit

=]

4. Mencatat surat } 1gan
lidak tersangkut perkara dalam
register

Petugas mencatat surat keterangan ke
register

20 menit

5.Menyetor Penerimaajn
Negara Bukan Pajak
(PNBP) lalu menyerahkan
surat keterangan perkara
kepada permohon

Sural kelerangan diserahkan ke
pemohon

15 menil

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

85 menit

BIAYA I TARIF

- Dipungut biays PNBP Rp.
10.000 sesuai Perpres No 5
tahun 20189

PRODUK

Surat kuasa yang sudah dilegalisir

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi
Palembang :
(0811) 7873 529

4. Melalui Nomar Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7818 4403

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Hukum

Beny Herlambang, S.H.
NIP. 19840201 200804 1 002




-

3. Prosedur Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa

DASAR HUKUM

Penerimaan Pendaftaran Surat
Kuasa

1. Rechtreglement voor de

Buitengewesten (R.Byg).

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2008 tentang Mahkamah
Agung;

3. Surat Edaran Kelua Mahkamah

Agung R.I Nomor 3 Tahun 1998
Tentang Penyelesaian Perkara

4. Undang-undang Nomor : 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,

5. Undang-Undang Nomor : 49

Tahun 2009 Tentang Peradilan
Umum

6. Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor :
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang
Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan.

7. Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan
B. Buku | dan Il tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan

9. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah
Agung RI No. 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada
dibawahnya
Peraturan Menpan Nomor : 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah.

PERSYARATAN

1. Berkas Lengkap sesuai
Checklist ;
2. Data/ldentitas para Pihak.

PROSEDUR DAN
WAKTU
PELAYANAN

1. Menerima dan meneliti legalisasi
surat kuasa

Petugas PTSP menefima
legalisasisurat kuasa

20 menit

2. Menyerahkan ke Bagian
panmudHukum untuk diproses
kemudian dicap dan mencatatat
surat kuasa yang didaftar
kedalam buku register

Proses registrasi surat kuasa

15 menit

3.Memberi paraf dan
menandatangani pendaflaran
surat kuasa

Panmud Hukum memben paraf laly
ditanda tangani cleh Panitera

20 menit

4.Menerima leges yang telah
diproses, menyerahkannya
kembali ke pemahon, lalu
memungut Biaya PNBP

Surat kuasa diserahkan ke Panitera
untuk ditandatangani dan
diserahkanke pemohon

15 menit

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

70 menit




BIAYA | TARIF

- Dipungut biaya PNBP Rp.
10.000 sesuai Perpres No 5
tahun 2019

PRODUK

Surat kuasa yang sudah dilegalisir

1.

PENGELOLAAN
PENGADUAN

1. Melalui aplikasi SIWAS

2. Melalui nomor Telp. BAWAS |
(021) 255 783 003

3. Melalui nomor Telp.
Pengaditan Tinggi
Palembang :
{0B11) 7873 529

4. Melalui Normor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih
(0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB

Panitera Muda Hukum

Beny Herlambang, S H.
NIP, 19840201 200604 1 00




o

Bagian Umum dan Keuangan
1. Prosedur Pelayanan Pengelolaan Surat Masuk

. 5K KMA No.
026/KMAISK/I201 2tentang
1. | DASAR HUKUM Pengelolaan Surat Masuk Standar Pelayanan Peradilan ;
. Peraturan-peraturan lain terkait.
. Surat;
2. | PERSYARATAN X
. Tanda Terima Surat.
PROSEDUR DAN Menerima surat dan memberi Petugas PTSP menerima surat 5 menit
3, WAKTU lembaran disposisi yang masuk.
PELAYANAN
. Menyaortir surat sesui Kasub Umum mengklasifikasi surat
peruntukkan masuk 5 menit
. Menscan surat dan menginput Terdaftarnya surat dan berkas
ke PTSP perkara yang masuk ,
5 menit
. Lembar disposisi diprint dan Terdaftamya surat dan berkas 10 menit
ditempel kelembar surat yang|  perkara yang masuk
asli
. Mengagendakan surat pada Disampaikannya surat dan berkas 10 menit
buku register surat masuk perkara pada unit pengelola
dan meneruskan surat sesuaj
disposisi
JANGKA WAKTU 25 menit
4. PENYELESAIAN
5. BIAYA | TARIF Tidak dipungut biaya
Surat masuk diterima / disposisi /
6. PRODUK didistribusikan, dan dilaksanakan
ke pihak yang dituju.
. Melalui aplikasi SIWAS
. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(021) 255 783 003
PENGELOLAAN . Melalui nomor Telp. Pengadilan
7 PENGADUAN Tinggi Palembang :
: (0B11) 7873 529
. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri Prabumnulih :
(0852) 7918 4403
8. PENANGGUNG Kepala Sub Bagian Umum dan Alimron Dwi Putra, S.E.
JAWAB Keuangan NIP. 19780527 201101 1003




2. Prosedur Pelayanan Pengelolaan Surat Keluar

1. SKKMA Na.
026/KMA/SK/II2012tentang
DASAR HUKUM Pengelolaan Sural Keluar Standar Pelayanan Peradilan ;
2. Peraturan-peraturan lain terkait.
PERSYARATAN 1. Surat Untuk Arsip
2. Tanda Terima Surat
PROSEDUR DAN 1. Menerima dan mensca_n a. Peluga.'s_ PTSP: .
WAKTU dokumen / surat, menginput surat Surat dinas sudah terinput "
ke dalam aplikasi PTSP(Register dalsmaplikasi PTSP. 10 menit
PELAYANAN
Surat Keluar).
2. Memeriksa kelengkapan surat a. Petugas PTSP:
keluar, mengamplopkan serta Surat-surat keluar yang
mengumpulkan surat keluar yang siapdikirim 30 menit
akan dikiim.
3. Menggolangkan surat keluarke a. Staf Sub Bagian Umum dan
dalam pengiriman dalam atau Keuangan :
luar kota dan mencatatnya ke Surat keluar sudah 5 menit
buku ekspedisi. terklasifikasikan
pengirimannya.
4, Mengirim surat sesuai dengan a. Staf Sub Bagian Umum dan
alamat tujuan, Keuangan : 120 menit
Surat keluar telah terkirim ;
Buku Ekspedisi telah ditanda
tangani oleh penerima.
5. Mengarsipkan salinan /fotocopy a. Petugas PTSP: 5 menit
surat keluar, Arsip surat keluar sudah tertata
dan tersimpan di dalam odner.
JANGKA WAKTU 170 menit
PENYELESAIAN
BIAYA / TARIF Tidak dipungut biaya
Surat keluar dicatat dan dikiimke
PRODUK alamat yang dituju, arsipnyaditata
rapi.
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp. BAWAS :
(D21) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan
PENGELOLAAN Tinggi Palembang :
PENGADUAN (0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Neger Prabumulih:
{DB52) 7918 4403
PENANGGUNG Kepala Sub Bagian Umum dan Alimron Dwi Putra, SE.
JAWAB Keuangan NIP. 19780527 201101 1 003




3. Prosedur Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar

SK KMA No. 026/KMA/SK/1112012

Informasi Surat Masuk dan tentang Standar Pelayanan
DASAR HUKUM Surat Keluar Peradilan;
Peraturan-peraturan fain terkait.
1. Surat Masuk atau Surat
PERSYARATAN Keluar / Nomor Surat ;
2. Tanda Terima Surat
1. Menerima dan mengecek . Petugas PTSP:
PROSEDUR DAN dokumen / surat masuk atau Mengecek nomor dokumen /
WAKTU surat keluar yang hendak suratyang dimaksud. 5 menit
PELAYANAN dimintakan informasi.
2. Memeriksa catatan . Petugas PTSP:
dokumen / surat masuk Mengecek pada daftar catatan 5 menit
atau surat keluar. bukusurat masuk atau surat
keluar.
3. Memberitahukan mengenai . Petugas PTSP:
surat masuk atau surat Memberikan informasi
keluar sesuaiinformasi yang yangdibutuhkan, 10 menit
dibutubkan.
JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN 20 menit
F BIAYA | TARIF Tidak dipungut biaya
F. PRODUK Informasi Surat Masuk danSurat
Keluar.
1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor Telp.
BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
7 Pengadilan Tinggi
¥ PENGELOLAAN Palembang :
PENGADUAN (0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403
PENANGGUNG Kepala Sub Bagian Umumdan Alimron Dwi Putra, S.E.
P' JAWAB Keuangan NIP. 19780527 201101 1 003




E. Bagian E-Couwrt
1. Membuat Akun User E-Court Bagi Pengguna Lainnya.

1. | DASAR HUKUM

Membuat akun user e-court
bagi Pengguna Lainnya.

. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

SK KMA No. 129/KMAISKVIIR019
tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Dj
Pengadilan Secara Elektronik.

. SK Dirjen No.

3239/DJUISK/HMO2.3/11/2018

. Peraturan-peraturan terkait lainnya.

2. | PERSYARATAN

Identitas Pengguna Lainnya
a. Perorangan
b. Pemerintah
c.  Badan Hukum
d.  Kuasa Insidentil

Perorangan meliputi :

. Nama;

*  Tempat Lahir;

*  Tanggal Lahir;

- NIK;

«  KTP/Passpor;

»  Nomor Rekening Bank;
»  Nomor Handphone;

«  Email;

+  Alamal;

+  Jenis Kelamin;
. Agama;

+«  Pekerjaan;

*  Status Kawin;
»  Pendidikan Terakhir,

Pemerintah :

+  Nama Instansi;

= Alamat Instansi;

*  Email Instansi;

*  Nama yang mewakili/ yang
dikuasakan;

. NIR;

*  Rekening Bank;

*  Namor Telepon/ Handphane;

«  Email yang mewakilif yang
dikuasakan;

=  Alamat yang mewakilil yang
dikuasakan,

Badan Hukum :

*  Nama Perusahaan/ Organisasi;

+  Tanggal dan Nomor Akta
Pendirian;

»  Tanggal dan Nomor SK Menteri
Hukum dan HAM;

=  Alamat Badan Hukum;

«  Email Badan Hukum;

*  Nama yang mewakili/ yang
diwakilkan;

*  Rekening Bank;

»  Nomor Telepon! Handphone;

*  Email yang mewakilil yang
diwakilkan;

+  Alamat yang mewakil/ yang
diwakilkan,




Kuasa Insidentil :

s Nama;

+  Tempat Lahir;

+  Tanggal Lahir,

- N]K',

=  Rekening Bank;

*  Nomor Telepon/ Handphone:;
+  Emalil

+  Alamat;
«  Agama;
+»  Pekerjaan;

*  Status Kawin;
»  Pendidikan Terakhir.

-ROSEHLR Melakukan logi d Logi ki kun Administrat
a.Melakukan login pada ogin menggunakan akun Administrator
3 gg&xmﬂuﬂ aplikasi e-count Pengadilan Negeri Prabumulih 5 menit
b. Menambahkan Pengguna Memilih menu Pengguna Lain, lalu
Lain pada aplikasi e-court pilih Tambah Pengguna
Pilih tombol +Tambah Pengguna
Memilih klasifikasi Pengguna Lainnya
(Perorangan/ Pemerintah/ Badan
Hukum/ Kuasa Insidentil)
Mengisi data pihak sesuai dengan
yang diminta
Memfoto atau scan data pihak seperti 10 menit
KTP/ Passpor/ SK ataupun idenitas
lain yang dibutuhkan
Mengupload berkas data pihak yang
telah disiapkan sebelumnya
Melakukan verfikasi data pihak untuk
mendapatkan password akun ecourt
c. Memastikan pengguna lain Pelugas e-court menjelaskan kepada
telah mendapatkan email Pengguna Lain bahwa ia telah memiliki
validasi dari Aplikasi E-court | akun ecourt dan dapat melakukan login
Mahkamah Agung. menggunakan email dan password yang 15 menit
dikirim ecourt mahkamah agung melalui
email
JANGKA
4. | WAKTU 30 menit
PENYELESAIAN
5. | BIAYA/TARIF - Tidak dipungut biaya
Pengguna Lain mendapatkan
akun ecourt untuk dapat
mendaftarkan perkaranya
6. PRODUK (permohonan/ gugatan/
gugatan sederhana/
bantahan)
1. Melalui aplikasi
SIWAS
2. Melalui nomor Telp.
BAWAS :
PENGELOLAAN (021) 255 783 003
7. PENGADUAN 3. Melalui nomor Telp.
Pengadilan Tinggi
Palembang :
(0811) 7873 529
4. Melalui Nomor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulin :
(0852) 7918 4403
8 PENANGGUNG Panitera Muda Perdata Maulana Malik, S.H.
) JAWAB

NIP. 19840328 200912 1 002




2. Membantu Mendaftarkan Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Dan Bantahan
Secara Online Bagi Pengguna Lain Yang Membutuhkan.

DASAR HUKUM

Mendaftarkan Permohonan,
Gugatan, Gugatan
Sederhana, dan Bantahan
secara online bagi Pengguna
Lain.

. PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

SK KMA No. 129/ KMAJSKIVING2018
tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

SK Dirjen No.
3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019
Peraturan-peraturan terkait lainnya.

PERSYARATAN

1. Berkas Permchonan/
Gugatan/ Gugatan
Sederhana/ Bantahan

2. Bukti Awal

Berkas disiapkan dalam bentuk
hardcopy dan softcopy

Berkas dalam bentuk hardcopy telah
ditandatangani pihak

Berkas sudah dilegalisir di kantor pos

3.

PROSEDUR
DAN WAKTU
PELAYANAN

a. Menyiapkan berkas yang
akan diupload nantinya

Melakukan scan pada berkas
permohonan/gugalan/gugatan
sederhana/bantahan supaya berkas
dalam format PDF

Melakukan scan pada bukti awal
supaya berkas dalam format PDF
Mencopy saftcopy berkas
permohpnanigugatan/gugatan
sederhana/bantahan yang sudah
disiapkan pihak dan memastikan
berkas sudah dalam format
DOCIRTF

5 menit

b. Melakukan Login pada
aplikasi e-court

Login menggunakan akun Pengguna
Lainnya yang telah didaftarkan
sebelumnya

10 menit

c. Mendaftarkan Perkara
Permohonan/ Gugatan/
Gugatan Sederhana/
Bantahan

b,

tMemifih menu mendaftarkan perkara,
lalu pilih klasifikasi pendaftaran
perkara online Permohonan/
Gugatan/ Gugatan Sederhana/
Bantahan

Memilih dan memastikan pengadilan
yang dituju adalah Pengadilan Negeri
Prabumulih

Pilih tombol daftar dan mendapatkan
nomor register pendaftaran pada
akun ecourt

Mengisi data pihak sesuai dengan
yang ada pada berkas Permohonan/
Gugatan/ Gugatan Sederhana/
Bantahan

10 menit




. /

e. Mengupload berkas-berkas softcapy
yang sudah disiapkan sebelumnya
Mencetak Skum dan Nomor Virtual
Account
d. Memberikan penjelasan a. Memberikan penjelasan terkait cara
lanjutan pembayaran
b. Memberikan penjelasan mengenai
pemberitahuan nomor perkara dan
jadwal sidang melalui email maupun .
dengan cara mengecek akun ecourt 10 menit
c. Memberikan penjelasan terkait berckas
apa saja yang harus dibawa pada saat
hari sidang
JANGKA
4, | WAKTU 35 menit
PENYELESAIAN
5. | BIAYA |/ TARIF Tidak dipungut biaya
Pengguna Lainnya berhasil
mendaftarkan perkaranya
(permohonan/ gugatan/
gugatan sederhana/
6. | PRODUK bantahan) serta
mendapatkan SKUM dan
Nomor Virtual Account untuk
pembayarannya
1. Melalui aplikasi
SIWAS
2. Melalui nomor Telp.
BAWAS :
(D21) 255 783 003
3.  Melalul nomar Telp.
Pengadilan Tinggi
PENGELOLAAN Palembang :
(8 PENGADUAN (0811) 7873 529
4.  Melalui Momor Telp.
Pengadilan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403
S — ____*r_______ ________.__‘___J ~~~~~~~~~ S— t___.___
" PENANGGUNG | papitera Muda Perdata Maulana Malik, S.H.
- | JAWAB NIP. 19840328 200912 1 002




3. Mendaftarkan Email Advokat Yang Berstatus Sebagai Tergugat Agar Dapat Melakukan
Persidangan Secara E-Litigasi

DASAR HUKUM

dapat melakukan persidangan
lsecara E-litigasi

Mendaftarkan email Advokatyang
berstatus sebagai Tergugat agar

. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang

Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

SK KMA No. 129/ KMA/SKNII/2019
tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

SK Dirjen No.
3239/0JU/SKHM02.3/11/201
Peraturan-peraturan terkait

lainnya.

2.

PERSYARATAN

1. Advokat telah memiliki
akun ecourt
2. Surat Kuasa

Akun ecourt yang sudah terverifikasi
oleh Pemngadilan Tinggi di mana
Advokat disumpah

Surat Kuasa yang telah dilegalisir
sebelumnya di PTSP bagian Hukum

PROSEDUR
DAN WAKTU
PELAYANAN

a. Melakukan Login pada
aplikasi e-court

Login menggunakan akun
Administrator Pengadilan Negeri
Prabumutih

Mencari data perkara pada aplikasi
ecourt dengan mencan nomaor
perkaranya

5 menit

b. Mengecek surat kuasa

Memastikan bahwa pihak yang
memberi kuasa dalam surat kuasa
tersebut adalah benar sebagai pihak
Tergugal dalam perkara yang
dimaksud

Memastikan bahwa surat kuasa
tersebut sudah di legalisir pada PTSP
bagian Hukum

5 menit

c¢. Mendaftarkan Kuasa
Hukum Tergugat pada
aplikasi ecourt

a.

Menambahkan Kuasa Hukum pada
kolom Kuasa Hukum Tergugat
Memastikan bahwa persetujuan pihak
lergugat dalam melakukan
persidangan secara online dalam
aplikasi ecourt sudah aktif

10 menit

d. Memberikan penjelasan
lanjutan

Memperiihatkan kepada Advokat
bahwa pada kolom kuasa hukum
tergugat sudah terisi, dan sudah
tertandai persetujuan persidangan
secara online

Memberikan penjelasan lainnya yang
perlu diketahui oleh Advokat terkait
proses e-fitigasi

10 menit

JANGKA
WAKTU
PENYELESAIAN

30 menit

BIAYA /| TARIF

Tidak dipungut biaya

PRODUK

Advokat dapat melakukan
persidangan secara e-litigasi




Gl _—__'_—’__1_ e e e e e e e

1. Melalui aplikasi
SIWAS
2. Melalui nomor Telp.
BAWAS :
(021) 255 783 003
3. Melalui nomor Telp.
PENGELOLAAN Pengadilan Tinggi
PENGADUAN Palembang :
(0811) 7873 529
4.  Melaluj Nomor Telp.
Pengaditan Negeri
Prabumulih :
(0852) 7918 4403

PENANGGUNG
JAWAB J

Panitera Muda Perdata Maulana Malik, S.H.
NIP. 19840328 200812 1 002

KETUA
1,PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH (6(

NIP. 19780910200212 2 005




Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadiltan Negeri Prabumulih

Nomor 1 W.6-U8/ 107 [ KP.04.6/11112022
Tanggal : 30 Maret 2020
Tentang Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

. CHECK LIST BAGIAN PIDANA



Keterangan
Kelengkapan Berkas

—\ Surat PengantarPelimpahan

\
‘\ Ada \ Tidak ada
|
|

Surat PelimpahanPerkara ‘ -\ W
TandaTerimaPelimpahan _ l| \ ‘X
< |
. & ‘
X BarangBuktiatauBerita Acara PenitipanBarangBukti . % } \ \
I 53 1
. XSurat Penunjukkan JPU & \ \ T
. : 4
= h 4
5.7\ Surat Dakwaanbeserta Soft Copy Dakwaan \ ‘
;._@/} Surat PermtahPenahanan {jikadltahan} X \
3. l BerkasPerkaraashbukanfotokopl ‘ \
‘eterangan -

............................................................................

-----

Fetugas Pemeriksa \
L




Cek List Kelengkapan Penerimaan Perkara Pidana Ringan

r“ Keterangan
N Kelengkapan Berkas Tidak
° Ada

ada
A Surat Pengantar Pelimpahan berkas perkara Tipiring
B Berkas perkara Tipiring yang terdiri dari :
1. | Laporan Polisi
2. | Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring
3 Surat PerintahTugas {bila ada)
a Surat Perintah Penyidikan (bila ada)
5 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) (bila ada)
6. | Surat permohonan persetujuan penggeledahan (bila ada)
F" \)Surat Penetapan persetujuan penggeledahan (bila ada)
\__ ~—
8._‘ Surat perintah penggeledahan (bila ada)
9. | Berita Acara Penggeledahan (bila ada)
10 Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti {bila ada)
11 Surat Penetapan persetujuan penyitaan barang bukti (bila ada)

Ln Surat perintah penyitaan barang bukti (bila ada)

} 13 Barang bukti atau Berita Acara penetapan barang bukti (bila ada)

Tel:.....

KELBLANBAN T onrenrssossnsisns sesd s iassiiiistyms s pomasmss swssv e ao 0880V Shnnnnsnne

............................................................................

............................................................................

Petugas Pemeriksa

.....................




Cek List Kelengkapan Penerimaan Perkara Pidana Lalu Lintas

No Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada

. Tidak ada

1. Surat Pengantar Pengiriman berkas Tilang

2. Daftar berkas Tilang

3. Berkas Tilang berikut Barang Bukti

4. Soft Copy daftartilang

KELEFANBAN & i it sunnmesssamssvssansvas sssssssiigssaasss C PO

Petugas Pemeriksa




Cek List Kelengkapan Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 KUHAP

[ K
Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada [ Tidak ada
1. Surat PermohonanPerpanjanganPenahanan
2. Surat PerintahPenahanan Penyidik
3. Surat Perpanjangan PenahananPenuntutUmum
4. Surat Penahanan Penuntut Umum
5. Resume Perkara
|
T Permohonandiajukan paling lambat 7 {tujuh) harisebelum masa
| penahananhabis
T8l iiriiiiiiisaarononmnusins
(00215205 1 SR OO S N Petugas Pemeriksa

............................................................................

Cek List Kelengkapan Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 KUHAP

—

Keterangan
No Kelengkapan Berkas

Ada Tidak ada

7 Surat PermohonanPerpanjanganPenahanan

8. Surat PerintahPenahanan Penyidik

9, Surat Perpanjangan PenahananPenuntutUmum

10. | Surat Penahanan Penuntut Umum

11. | Resume Perkara

12 Permohonandiajukan paling lambat 7 (tujuh) harisebelum masa
" | penahananhabis

..............................

Petugas Pemeriksa

e = ] R A

............................................................................




Cek List Kelengkapan Penerimaan Permoho

nan Penyitaan Pasal 38 ayat (2) KUHAP

Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada Tidak ada
1. Surat Permohonan Penyitaan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyitaan
4 Surat tanda Penerimaan barang bukti
5. Surat Perintah Penyidikan
6. SPDP
7. Berita Acara Penyitaan
B AP
Keterangan : c.ccccccccviirnnniinnnnns Petugas Pemeriksa

............................................................................

Cek List Kelengkapan Penerimaan Permahonan Penyitaan Pasal 38 ayat (2) KUHAP

No Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada

Tidak ada

1. Surat Permohonan Penyitaan

2. Laporan Polisi

3. Surat Perintah Penyitaan

4. Surat tanda Penerimaan barang bukti
5. Surat Perintah Penyidikan
6. SPDP
7. Berita Acara Penyitaan
Tl Sensnriinis pyaenamnsvasas
KELBTANEAN 1 coexeersisivivsssisiisiiiniion o ns sssmnpasapssssiociitiinuiiasiin

Petugas Pemeriksa




Cek List Kelengkapan Penerimaan Permohonan Penggeledahan Pasal 34 ayat (1),(2) KUHAP

No Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada Y Tidak ada

1. Surat PermohonanPenggeledahan

2. LaporanPolisi

3 Surat PerintahPenyidikan

4, Surat Perintah Penggeledahan

5. Berita Acara Penggeledahan
6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
7.
8.
9.
TR fitiininnsamennnsnsssinania
Keterangan @ .cieeriennieesniesssesnsinnnenn

............................................................................

Cek List Kelengkapan Penerimaan Permohonan Penggeledahan Pasal 34 ayat (1),(2) KUHAP

1 |
Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada Tidak ada
1. Surat PermohonanPenggeledahan
y LaporanPolisi
3. Surat PerintahPenyidikan
4. Surat Perintah Penggeledahan

5. Berita Acara Penggeledahan
6. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
73
8.
9.
L W
Keterangan @ s eesenseen

.....

............................................................................

Petugas Pemeriksa




Cek List Kelengkapan Penerimaan Perkara Pidana Praperadilan

T Keterangan

[ Ada T TidakadaJ

No Kelengkapan Berkas

1. LSurat GugatanPraperadilan > ?

2. Surat Kuasa (bilaada)

3, Soft Copy GugatanPraperadilan

KBLEIANEAN & ......ovomrerssnsssersisinsinnssisiiosnssotsibshinstnnn mmssmmnet o es sszass Petugas Pemeriksa
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Cek List Permohonan Upaya Hukum Banding

S

Keterangan —‘
No Kelengkapan Berkas =
Ada Tidak ada
1. Akta Permchonan Banding
2 Surat Kuasa pemohon banding, apabila diajukan melalui kuasa
' pemohon
Permohonan Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah
3 putusan Pengadilan Negeri atau 7 (tujuh) hari setelah putusan
) diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam
pembacaan Putusan
4. Memori banding (jika ada)
5. Sof copy Memori banding (jika ada)
6' - Z
- Tgl :....
FAtETANGAN & it s e

Petugas Pemeriksa
)




Cek List Permohonan Upaya Hukum Kasasi

—] Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada _ Tidak ada
1 Akta Permohonan Kasasi 1
2 Surat Kuasa pemohon kasasi, apabila diajukan melalui kuasa
; pemohon
Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
3. setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa / Penuntut
Umum
4. Memori Kasasi 14 hari setelah Pernyataan Kasasi
5. Akta penerimaan memari kasasi | _
6 Soft copy memori kasasi
- _ T8l Fsmsnvinssspsnnanni
22 T p——— Petugas Pemeriksa




Cek List Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

b}
Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada Tidak ada
3 Akta Permohonan Peninjauan Kembali
2 Surat Kuasa pemohon Peninjauan Kembali, apabila diajukan
' melalui kuasa pemohon
3 .Akta Penerimaan memori peninjauan kembali
4, Memori Peninjauan Kembali
5 Soft copy memori Peninjauan kembali
5]

l§

o) =1 )1 s VRS

............................................................................

............................................................................

Tel:....
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Petugas Pemeriksa




Cek List Permohonan Grasi

......

£}
[ T Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada Tidak ada
1 Akta surat Permohonan grasi dari terpidana sendiri atau melalui
’ urutan
2. Surat keterangan terpidana dari Lapas
3. Memori permohonan grasi
4 Surat Kuasa pemohon grasi, apabila diajukan melalui kuasa
) pemohon -
5.
6.
Tel B s
KO BIANEANT divsireviivionsiansi s LA sss ennnposessmnssvssonnissssssss sdessnss Petugas Pemeriksa
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Il. CHECK LIST BAGIAN PERDATA



-,

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

a. Pendaftaran perkara Gugatan Biasa

1. | Surat Gugatan

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Penggugat

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

a. Pendaftaran perkara Gugatan Biasa

Surat Gugatan

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Penggugat

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

b. Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana

| Surat Gugatan Sederhana

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)

4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Penggugat

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

b. Pendaftaran perkara Gugatan Sederhana

Surat Gugatan Sederhana

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)

4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Penggugat

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

c. Pendaftaran perkara Perlawanan/ Bantahan

Surat Gugatan Perlawanan/ Bantahan |

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Pelawan/ Pemohon

L Bantahan
Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

c. Pendaftaran perkara Perlawanan/ Bantahan

1. | Surat Gugatan Perlawanan/ Bantahan "

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Pelawan/ Pemohon
Bantahan

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

d. Pendaftaran perkara Verzet atas Putusan Verstek

Surat Perlawanan atas Putusan Verstek

2. | Soft Copy

3. | Relaas Pemberitahuan Putusan PN

4. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
5. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

6. | Fotocopy KTP Pelawan

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://iwww.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

d. Pendaftaran perkara Verzet atas Putusan Verstek

' Surat Perlawanan atas Putusan Verstek

2. | Soft Copy

3. | Relaas Pemberitahuan Putusan PN

4. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
5. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

6. | Fotocopy KTP Pelawan

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

e. Pendaftaran perkara Permohonan

Surat Permohonan

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Pemohon

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

e. Pendaftaran perkara Permohonan

Surat Permohonan

2. | Soft Copy

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Fotocopy KTP Pemohon

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

e —_—

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan prose dan informasi penyelesaian
perkara perdata/ kekhususan

1. | Surat Permohonan

2. | Dan lain- lain

3.

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian
perkara perdata/ kekhususan

1. ' Surat Permohonan

2. | Dan lain- lain

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://iwww.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

n. Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, KAsasi, Peninjauan
Kembali dan Eksekusi

1. | Surat Permohonan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulinh, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

n. Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali dan Eksekusi

1. | Surat Permohonan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http:/iwww.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

g. Menerima Memori/ Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

1. | Memori/Kontra

2. | Soft Copy Memori/Kontra

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

g. Menerima Memori/Kontra Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Memori/Kontra

2. | Soft Copy Memori/Kontra

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

f. Pendaftaran perkara permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

| 1dak

Relaas Pemberitahuan Putusan |
Terakhir (Apabila tidak hadir pada saat
sidang Pembacaan Putusan)

2. | Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding, Kasasi

3. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)

4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Memori Banding dan Kasasi (apabila
ada), untuk PK wajib ada memori
6. | Softcopy Memori

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

f. Pendaftaran perkara permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Relaas Pemberitahuan Putusan
Terakhir (Apabila tidak hadir pada saat
sidang Pembacaan Putusan)

2. | Relaas Pemberitahuan Putusan
Banding, Kasasi

3. | Surat Kuasa

(Apabila ada Kuasa Hukum)

4. | Fotocopy KTP dan KTA Advokad

5. | Memori Banding dan Kasasi (apabila
ada), untuk PK wajib ada memori
6. | Softcopy Memori

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

k. Menerima Pendaftaran Permohonan Eksekusi

Surat Permohonan dengan melampirkan '
dokumen pendukung

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

k. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi

Surat Permohonan dengan melampirkan
dokumen pendukung

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

I. Menerima Pendaftaran Permohonan konsinyasi

1. | Surat Permohonan dengan melampirkan
dokumen pendukung

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemchon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

|. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi

Surat Permohonan dengan melampirkan
dokumen pendukung

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulihn@gmail.com website:http://iwww.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

m. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi

Surat Permohonan / Surat
Pemberitahuan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulin, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

m. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi

Surat Permohonan / Surat
Pemberitahuan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

L 1
Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,

Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumutih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

o. Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK

Surat Permohonan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulihn@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

o. Menerima permohonan Pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK

Surat Permohonan

2. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

i. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara

Surat Permohonan/ urat Pemberiahuan |

2. | Fotocopy KTP/ KTA Kuasa Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

i i

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
) Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

i. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara

| Surat Permohonan surat Pemberitahuan

2. | Fotocopy KTP/ KTA Kuasa Pemohon

3. | Surat Kuasa/ Kuasa Substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan
Peninjauan Kembali (PK)

Surat Permohonan =

2. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
3. | Fotocopy KTP/ KTA Advokat

1 il

Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan
Peninjauan Kembali (PK)

Jraian 1aak Keterangai

Surat Permohonan

2. | Surat Kuasa
(Apabila ada Kuasa Hukum)
3. | Fotocopy KTP/ KTA Advokat

L

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

j. Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan

Surat Permohonan

2. | Relaas Pemberitahuan Putusan
PN/PT/Kasasi/PK

3. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

4. | Surat Kuasa/ Kuasa substitusi

2
Prabumulih, 2022
Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713)321292
Email:pengadilanprabumulih@gmail.com website:http://www.pn-prabumulih.go.id
PRABUMULIH 31141

CHEKLIST PERKARA PERDATA PADA PTSP
PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

j- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara

Surat Permohonan

2. | Relaas Pemberitahuan Putusan
PN/PT/Kasasi/PK

3. | Fotocopy KTP Pemohon/ KTA Kuasa
Pemohon

4, | Surat Kuasa/ Kuasa substitusi

Prabumulih, 2022

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
Penggugat/Kuasanya Petugas PTSP




lll. CHECK LIST BAGIAN HUKUM



v CEKUST PENDAFTARAN SURAT KUASA INSIDENTIL

No Kelengkapan Berkas

Keterangan

T —_—— e

Ada ; " Tidak ada

, Peimohonan ljin Surat Kuasa Insidentil

Sural Keterangan dari Kepala DesafKelurahan/Atasan

|
: F
i

!

i

{

=, — —_— e}
i figes —‘

| |

1 i

—~ Seaas e =y

............
......................................................................

Petugas Pemeriksa




&Y

CEKLIST PENDAFTARAN SURAT KUASA

T Keterangan

No Kelengkapan Berkas

Ada Tidak ada
1. Asli dan Fotocopy Surat Kuasa
2, Fotocopy Kartu Advocat
3. Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi
4. Surat Keterangan Domisilih

i ~
i

KOLETBNEAN 1 iiciiicnrorumnprnssussninsiaist s ieatthnnnssnmane vias siissisdvias pas Petugas Pemeriksa
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CEKLIST SURAT KETERANGAN

Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada L Tidak ada
P Surat Permochonan .
2. | SKeK 3
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum
4. Surat Keterangan Domisilih
5. Fotocapy KTP
B. Foto Berwarna 3x4
T

KOtBEEIEAN v it iii serrssaves suoussasissviosiasiiioiateannpmesnyessnsians

............................................................................

.Petugas Pemeriksa




‘ CEKLIST PENDAFTARAN AKTA BADAN HUKUM

No

Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada Tidak ada

1. Surat Permohonan Badan Hukum

2, Akta Pendirian Badan Hukum  asl;

L Foep

3. NPWP Nadan Hukum

KeleranBan & e msieammsssmessssriessivesseinsnsisfiotissssteis assods i nmmans

Tl i

Petugas Pemeriksa




CEKLIST LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN {(WAARMEKING)

T Keterangan
No Kelengkapan Berkas
Ada J Tidak ada

1. | Surat Permohonan |
2. KTP masing-masing ahli waris |

]
3 Kartu Keluarga
4, Fotocopy dan Buku tabungan Asli
5. Surat Keterangan Waris
6. Surat Keterangan Kematian
7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris

|
TEL Liciiins

L e <= R T et

Petugas Pemeriksa




